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ABSTRAK 

Evelina Rizky, Analisis kriminologis tindak pidana eksploitasi seksual 

terhadap anak melalui video call sex, Yulia A Hasan sebagai pembimbing I dan 

Siti Zubaidah sebagai pembimbing II, Skripsi ini bertujuan 1) Untuk mengetahui 

faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak melalui 

video call sex. 2) Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana eksploitasi 

terhadap anak melalui video call sex.  

Penelitian ini menggunakan tipe menggunakan tipe penelitian kualitatif 

yang digabungkan dengan pendekatan yuridis-empiris, jenis data yang digunakan  

yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui 

informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh Polres Makassar, Polres 

Barru, Advokat, Ahli IT, Psikolog, dan Remaja SMA. Sedangkan data sekunder 

diperoleh dari penelitian kepustakan dengan memperlajari buku-buku, perundang-

undangan, putusan-putusan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan skirpsi 

ini. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Eksploitasi Terhadap Anak 

terjadi akibat dari gaya hidup anak yang terlalut tinggi sehingga mereka 

melakukan semua hal termasuk vidio call sex. Faktor lingkungan pergaulan 

membawa peranan penting bagi seorang anak. Faktor kurang bijak dalam 

menggunakan teknologi. Faktor kebutuhan mendesak di Barru faktor sosial ini 

erat kaitannya dengan gaya hidup remaja perkotaan yang konsumtif. (2) 

Penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak melalui video call sex 

dimana dengan melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana eksploitasi 

terhadap anak. Selain itu melakukan kampanye pencegahan tindak pidana 

Eksploitasi Anak tentunya dengan memanfaatkan media sosial dalam melakukan 

kampanye tersebut. Pentingnya Kerjasama Stakeholder baik pemerintah, penegak 

hukum maupun Lembaga yang menangani anak. 

 

Kata kunci : Analisis Krimonologis, Tindak pidana, eksploitasi seksual 
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ABSTRACT 

 Evelina Rizky, Criminological analysis of criminal acts of sexual 

exploitation of children through video call sex, Yulia A Hasan as supervisor I and 

Siti Zubaidah as supervisor II, This thesis aims 1) To find out what factors cause 

exploitation of children through video call sex. 2) To find out how to deal with 

criminal acts of exploitation of children through video call sex. 

 

 This research uses a type of qualitative research combined with a 

juridical-empirical approach, the types of data used are primary data and 

secondary data, primary data is obtained directly through information using 

interview techniques by Makassar Police, Barru Police, Advocates, IT Experts, 

Psychologists, and High School Youth. Meanwhile, secondary data was obtained 

from library research by studying books, legislation, decisions and journals 

related to the content of this thesis. 

 

 The results of this research show that (1) Exploitation of children occurs 

as a result of children's excessive lifestyle so that they do everything including 

video call sex. Social environmental factors play an important role for a child. 

Unwise factors in using technology. The urgent need factor in Barru is that this 

social factor is closely related to the consumerist lifestyle of urban teenagers. (2) 

Overcoming criminal acts of exploitation of children through video call sex by 

conducting socialization on the prevention of criminal acts of exploitation of 

children. Apart from that, carry out a campaign to prevent criminal acts of child 

exploitation, of course by utilizing social media in carrying out this campaign. 

The importance of stakeholder cooperation, including government, law 

enforcement and institutions that deal with children. 

 

Keywords: Criminal acts, Criminal Offences, Seksual Exploitation 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana yang dinyatakan 

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan 

Supermasi Hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya semua 

perbuatan hukum masyarakat harus diatur oleh hukum yang berlaku.
1
 Kewajiban 

sebagai Negara Hukum, Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif 

dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan 

fenomena baru yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Bahwa kekerasan seksual 

terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang semakin 

meningkat secara signifikan, mengancam dan membahayakan jiwa anak dari 

waktu ke waktu, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta 

mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan, ketertiban 

masyarakat.
2
 Di era digital saat ini, anak anak mudah terpapar dengan konten 

pornografi dan cybercrime karena mudahnya mengakses melalui internet. Tidak 

jarang banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia karena 

                                                             
1
 Suratmin, „Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1‟,105.3 

(1945),129–33  
2
 „Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), 2016, Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak‟,147, 11–40. 
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terpengaruh melalui internet. Di Indonesia sendiri jumlah anak anak yang 

mengalami korban tindak pidana kekerasan seksual menurut catatan resmi 

Internasional Labour Organization (ILO) dan diperkuat dengan oleh United 

Nation Childrens Fund (UNICEF) mencapai 70.000 orang setiap tahunnya.
3
 Anak 

merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang 

memiliki cita cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena 

itu sudah sepatutnya bahwa anak anak harus mendapatkan perlindungan orang 

tua, keluarga, masyarakat dan negara. 

Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni 

suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku 

lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga 

ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti 

kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan 

menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang 

keras dan menekan, janganlah heran apabila banyak kasus kekerasan seksual yang 

menimpa anak-anak lepas dari tuntutan pengadilan. 

Indonesia, bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan 

berbagai aturan aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak 

dimana memiliki Pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak 

anak. Tapi pada kenyataanya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak 

positif bagi anak anak di Indonesia karena melihat kenyataan yang ada bahwa 

kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak 

                                                             
3
 Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, 2020, „Studi Faktor-Faktor 

Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak‟, Esensi Hukum, 2.1, 27-48 

<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>. 
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menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang 

menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangannya. Terdapat juga faktor lain yang menjadi dalih bahwa terjadinya 

krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat kondisi keuangan nasional 

belum stabil dan juga membuat situasi politik menjadi kacau maka tindakan untuk 

mengimplementasikan Pasal berbagai Konvensi, Undang-Undang Perlindungan 

Anak bahkan aturan aturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak di 

atas seolah-olah sah untuk ditunda terlebih dahulu.
4
  

Seperti yang terjadi di salah satu Desa di Sulawesi Selatan yaitu tepatnya di 

Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, seorang anak korban yang 

mengalami kekerasan seksual melalui video call sex, awal mulanya niat anak 

korban adalah untuk mencari pekerjaan di media sosial yaitu  facebook dan 

terdakwa mencoba menawarkan anak korban tersebut pekerjaan dengan 

menjanjikan uang sebesar Rp. 400.000, dengan syarat anak korban tersebut harus 

memenuhi nafsu terdakwa. Awalnya anak korban tersebut menolak tetapi 

keesokan harinya anak korban meminta uang sebesar Rp.5.000.000 dan 

menyetujui untuk melakukan video call sex, saat berlangsungnya video call sex 

terdakwa dengan tanpa sepengetahuan anak korban merekam layar saat video call 

sex sedang berlangsung. Setelah melakukan video call sex anak korban meminta 

imbalan yang dijanjikan oleh terdakwa akan tetapi terdakwa menolak dan 

memberitahu anak korban untuk melakukan video call sex sekali lagi dan 

langsung memberikan uang tersebut, tetapi anak korban menolak dan terdakwa 

                                                             
4
 Siti Zubaedah, Andi Tira, and Almusawir Almusawir, 2023, „Implementation of Diversion on 

Examining the Process of Children in Conflict with the Law‟, Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11.1, 

221 <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.777>. 
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mengancam anak korban jika tidak ingin lagi video call sex maka terdakwa akan 

menyebarkan video call sex yang mereka lakukan, namun anak korban tetap 

menolak dan akhirnya terdakwa menyebarkan rekaman video call sex antara 

terdakwa dengan anak korban di akun facebook milik terdakwa dan menandai 

akun facebook anak korban dan juga mengirimkan hasil rekaman video call sex 

tersebut kepada tante dari anak korban.
5
 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B 

Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik.
6
 

Pada dasarnya tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan modus 

perbuatan Video call sex ini diatur oleh beberapa produk hukum diantaranya 

adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Infomasi 

dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Pornografi. Kemudian jika 

dilihat perbuatan video call sex ini juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang Pornografi sebagai berikut: Larangan bagi setiap orang untuk 

memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, 

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, 

menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: 

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 

b. kekerasan seksual; 

                                                             
5
 Direktori Putusan and others, „Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/Pn.Bar‟. 

6
 Ibid Hlm 8 
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c. masturbasi atau onani; 

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

e. alat kelamin; atau 

f. pornografi anak.
7
 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis berkeinginan mengadakan 

penelitian lebih dalam lagi dalam rangka penyusunan proposal skripsi dengan 

judul “ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI 

SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI VIDEO CALL SEX” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka untuk memfokuskan kajian 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak melalui 

video call sex?  

2. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak 

melalui video call sex? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya eksploitasi 

terhadap anak melalui video call sex 

2. Mengetahui penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak 

melalui video call sex 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan berguna: 
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1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum 

khususnya di bidang hukum pidana mengenai penyebab terjadinya 

eksploitasi anak melalui Video Call Sex  

2. Sebagai literatur bagi para pembaca dan bahan referensi bagi peneliti-

peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah yang 

berkaitan dengan penerapan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak 

melalui Video Call Sex  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, di dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu itu sendiri. Biasanya tindak 

pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata 

delictum.
8
 

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan 

definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini 

merupakan pandangan teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana 

umumnya masih memasukkan kesalah sebagai bagian dari pengertian tindak 

pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya. Moeljatno mengatakan bahwa 

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 

pidana, asal saja dalam dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada 

perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan 
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orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu.
9
 

Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai definisi 

strafbaar feit telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai 

strafbaar feit itu sendiri, yaitu: 

1. Perbuatan Pidana 

Mulyatno, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. 

Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna 

adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang 

dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat 

diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan 

alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah 

hanya manusia. 

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang 

diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang 

sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak 

berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). 

2. Peristiwa Pidana  

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam 

perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah 

digunakan secars yesmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 

ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih 
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menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan 

manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-

hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa 

alam.
10

 

3. Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan 

oleh pihak pemerintah  Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak 

dipergunakan dalam undangundang tindak pidana khusus, misalnya, Undang-

undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan 

Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak 

Pidana Pornografi.
11

 

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan 

gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk 

tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan 

tindak pidana. 

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam 

undang-undang menentukan pada Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP), ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk 

melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, 

ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. 

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam 

pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah 
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tindak pidana seperti ang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. 

Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-

undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah 

tindak pidana itu sudah mempunya pengertian yang dipahami oleh masyarakat. 

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah 

perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di 

mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan bersifat aktif (melakukan 

sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat 

pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
12 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Setelah mengetrahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari 

tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-

unsur tindak pidana, yaitu: 

a. Unsur objektif 

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan 

si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari: 

1. Sifat melanggar hukum 

2. Kualitas dari si pelaku 
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Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan 

menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris 

dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP 

3. Kausalitas  

Yakni hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu 

kenyataan sebagai akibat. 

b. Unsur subjektif  

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 

dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) 

KUHP 

3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahtan-kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya 

4. Merencanakan erlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, 

yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu 

5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP
13

 

Pembahasan unsur tindak pidan aini terdapat dua masalah yang 

menyhebabkan perbedaan pendepat di kalangan sarjana hukum pidana. Salah satu 

pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, masalah 

tersebut adalah: 
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a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana 

(Bijkomende voor waarde strafbaarheid): contoh Pasal 123, 164, dan 

Pasal 531 KUHP. 

b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana (Voorwaarden van vervolg baarheid): contoh Pasal 310, 315, 

dan 284 KUHP.
14

 

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur 

tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau 

peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, 

oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat 

dipidana. Menurut Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari: 

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 

Misalnya pada Pasal 418 KUHP jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi 

maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal 

tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada 

Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) 

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus 

dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus 
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menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka 

umum. 

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang 

terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat 

dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu 

diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan 

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi 

jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya 

diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh 

tahun.
15

 

d. Unsur melawan hukum yang objektif. 

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif 

yang menyertai perbuatan. 

e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu 

sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP terdapat kalimat “dengan maksud” 

kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak 

dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil 

barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian 

dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. 

Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri 
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dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan 

masuk rumusan pencurian.
16

 

 

 

B. Pengertian dan Unsur Unsur Tindak pidana Kekerasan Seksual 

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi 

unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 

2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual 

lainnya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
17

 Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau 

adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang 

yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.
18

  

Kekerasan adalah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-

Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah 

mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, 

atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual 

tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga 

menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya 

kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan 
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fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban 

benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.
19

 

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual.  

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan 

seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan 

seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat 

berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai 

bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan 

sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi 

tentang kehidupan seksual, membuat Gerakan seksual melalui tengan atau 

ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.
20

 

Pelecehan seksual terhadap anak dilakukan antara anak dan orang dewasa 

atau yang memiliki hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. 

Kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain antara lain 

memegang, menyentuh alat kelamin, memperlihatkan alat kelamin, memaksa atau 

mengancam untuk melakukan perbuatan asusila, atau pemerkosaan. Kekerasan 

psikis atau emosional adalah kegagalan memberikan pertumbuhan dan 

perkembangan yang sesuai dengan perkembangan, kurangnya lingkungan yang 

mendukung dan figur keterikatan (primary attachment), sehingga kompetensi 
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emosional dan sosial tidak dapat berkembang secara stabil sesuai dengan potensi 

diri dan tuntutan masyarakat tempat anak tinggal.
21

 

Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak menggambarkan rendahnya 

perhatian pemerintah. Tantangan yang dihadapi dalam melakukan perlindungan 

dari tindakan kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah mewujudkan 

pemenuhan hak anak dan menjauhkan anak dari ancaman perampasan dalam 

waktu bersamaan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak 

asasi manusia berat. Kekerasan seksual pada anak harus ditempatkan sebagai 

kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena kerusakan yang disebabkan 

telah mengancam masa depan generasi bangsa.
22

 

Kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk ditangani dan diungkap karena 

korban tidak konsisten memperjuangkan haknya dalam peradilan. Aspek 

kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan wacana moralitas sehingga yang 

dilakukan korban akan selalu terlihat salah dan kurang waspada. Dampak 

terjadinya kekerasan seksual terhadap anak diperparah dengan adanya budaya 

victim blaming yang menempatkan posisi korban ikut bertanggung jawab atas 

semua yang terjadi pada dirinya. Kekerasan seksual dapat merugikan korban 

dalam mendapatkan keadilan di depan hukum karena intimidasi moral yang 

diterima.
23
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Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan 

seksual terdiri atas: 

a. Pelecehan seksual nonfisik; 

b. Pelecehan seksual fisik; 

c. Pemaksaan kontrasepsi; 

d. Pemaksaan sterilisasi; 

e. Pemaksaan perkawinan; 

f. Penyiksaan seksual; 

g. Eksploitasi seksual; 

h. Perbudakan seksual; dan 

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
24

 

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa Setiap Orang yang tanpa 

hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang 

bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi 

objek perekaman atau gambar atau penagkapan layar, dipidana karena melakukan 

kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana yang dimaksud di 
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atas merupakan delik aduan, kecuali korban adalah Anak atau Penyandang 

Disabilitas.
25

 

2. Unsur Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Menurut Pasal 1 Angka 2-4 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, unsur-unsur tindak pidana kekerasan 

seksual yaitu: 

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi 

2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, 

baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum  

3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian 

ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual.
26

 

C. Pengertian Anak 

1. Pengertian Anak Menurut Aturan Perundang-Undangan 

a) Pengertian Anak Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 

Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang 

yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, 

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum Pernah 

kawin. Anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan 

terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun 
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menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat 

yang bersangkutan.
27

 

b) Pengertian Anak Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Pengertian Anak Menurut Undang Undang ini yang disebut anak yang 

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
28

 

c) Pengertian Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Anak adalah seserang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
29

 

2. Hak-Hak Anak 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, 

dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan 

pemerintah daerah”.
30

 Dan pada Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 
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Perlindungan Anak disebutkan bahwa Setiap Anak berhak untuk memperolah 

Perlindungan dari : 

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan Politik; 

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mendukung unsur kekerasan; 

e. Pelibatan dalam peperangan; dan 

f. Kejahatan seksual
31

 

Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yaitu 

memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan 

langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak 

harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.
32

 

3. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Pasal 1 Angka 

2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  

yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi 

tindak pidana.
33

 Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang 

berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) 

tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
34
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Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, masalah anak 

merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan 

pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan 

cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa 

Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak. 

Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi 

kejiwaan yang sangat labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, 

agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu 

ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan 

kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si 

pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.
35

 

Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) 

kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, 

yaitu:  

1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan 

oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak 

menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;  

2. Juvenile Deliquence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 

dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.  

Menurut Romli Atmasasmita istilah deliquency tidak identik dengan 

istilah kenakalan dan istilah junevile tidak identik dengan istilah anak. 
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Istilah junevile deliquency lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun 

istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan 

istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.
36

 

4. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum  

1. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 

11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah 

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun.
37

  

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa: 

1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan 

Keadilan Restoratif.  

2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali 

ditentukan lain dalam UndangUndang ini;  

b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan 

peradilan umum; dan  
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c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan,dan/atau pendampingan 

selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah 

menjalani pidana atau tindakan.  

3)  Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. 

 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Anak diversi bertujuan:  

a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;  

b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;  

c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;  

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
38

 

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, 

proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi 

peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya 

yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan 

anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Pada 

konsep keadilan restoratif yang dikenal adanya proses diversi. 

Diversi bertujuan: 

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 

b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; 

c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 
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d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
39

 

Proses Diversi wajib memperhatikan: 

a. kepentingan korban; 

b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 

c. penghindaran stigma negatif; 

d. penghindaran pembalasan; 

e. keharmonisan masyarakat; 

f. kapatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Proses Diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai 

pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses 

Diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang diancam dengan penjara 

dibawah 7 tahun, serta bukan terhadap Anak yang pernah   melakukan 

pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak.
40

 Diversi 

disebutkan pada Pasal  7  ayat  (1)  yang  berbunyi bahwa  pada  tingkat  

penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan   anak   di   Pengadilan   negeri   wajib 

dan   perlu diupayakan  diversi.  Jadi  diversi  harus  diupayakan  pada setiap 

tahap proses hukum yang dialami anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA 
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bahwa diversi adalah pengalihan penye-lesaian perkara Anak dari proses peradilan 

pidana ke proses di luar  peradilan  pidana.
41

 

2. Perlindungan Terhadap Anak Korban Perlindungan terhadap anak korban 

kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 

Pasal 1 Angka 2 menyatakan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan 

yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta medapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.
42

 

 

Mengenai anak korban, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:  

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut 

sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi 

yang disebabkan oleh tindak pidana”.
43

 

 

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan 

 “bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar 

lembaga”. Selain hak-hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai 

korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko 

sosial.
44
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3. Perlindungan Terhadap Anak Saksi Anak sebagai saksi sebagaimana yang 

disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:  

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 

saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 

disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, 

dan/atau dialaminya sendiri”.
45

  

 

Pengaturan mengenai saksi anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada 

Pasal 89 s/d Pasal 91. Pada Pasal 89 disebutkan bahwa:  

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan 

hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
46

 

 

Perlindungan terhadap anak sebagai saksi sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menunjukkan pentingnya 

perlindungan terhadap anak, adanya pengaturan mengenai perekaman 

elektronik merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa-rasa trauma si 

anak agar tidak bertemu langsung dengan pelaku kejahatan. Dengan 

demikian, si anak sebagai saksi dalam memberi keterangan akan lebih bebas 

dan leluasa disamping mereka didampingi oleh orang tua/wali, pekerja 

sosial maupun petugas pembimbing pemasyarakatan anak sehingga dapat 

terciptanya fakta hukum sesuai dengan kejadian yang diliat maupun yang 

dirasakan sendiri oleh si anak. 
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Anak berhadapan hukum baik itu sebagai Anak pelaku, Anak saksi 

maupun Anak korban sering mengalami penderitaan secara fisik juga 

mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk 

memulihkannya. Oleh karena hal tersebut terkadang penderitaan yang 

dialami oleh Anak Berhadapan Hukum tidak ringan dan membutuhkan 

waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka pemerintah 

memberikan perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam 

peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak 

kepentingan Anak. Dalam konteks perlindungan terhadap Anak yang 

berhadapan dengan hukum, adanya upaya preventif maupun represif yang 

dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat 

penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari 

berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian 

bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan 

peradilan yang fair merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak 

asasi manusia serta instrumen penyeimbang.
47

 

D. Tindak Pidana Eksploitasi Seksual 

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu, 

tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas 

pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa 

perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 
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reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi 

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan 

seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun 

immaterial.
48

 Salah satu tindakan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu 

segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban 

untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua 

kegiatan pelacuran dan pencabulan.  

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual, 

yaitu suatu Tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan 

kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk 

memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan dalam bidang sosial, politik 

dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang terjadi dalam masyarakat misalnya, 

memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan tersebut dengan 

terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup prostitusi atau 

pornografi.
49

  

Pengertian eksploitasi seksual telah diatur dalam Pasal 13 Rancangan 

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu kekerasan seksual yang 

dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian 

kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan 

kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang 

lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait 
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hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
50

 

Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi penis ke vagina, tetapi 

juga dapat menggunakan anggota tubuh lainnya atau memasukkan benda ke 

dalam vagina, anus, mulut, dan/atau anggota tubuh lainnya. Sedangkan yang 

dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain meliputi tetapi tidak 

terbatas pada keuntungan yang terkait dengan suatu jabatan, pangkat, kedudukan, 

pengaruh, kekuasaan, dan/atau status sosial.
51

  

Tiga unsur eksploitasi seksual yaitu: 

a) Tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman 

kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, 

dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;  

b) Dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual 

dengan dirinya dan/atau orang lain;  

c) Dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya 

sendiri atau orang lain.52 

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang 

didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun 

perempuan, demi uang, kesenangan satu pihak, keuntungan atau pertimbangan 

lain atau karena paksaan orang dewasa, oknum, sindikat, atau kelompok, terkait 

dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.
53
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Eksploitasi anak tidak lepas dari kenyataan lingkungan keluarga, sehingga 

anak dipaksa atau terpaksa membantu menopang ekonomi keluarga dengan cara 

mengemis dan lain sebagainya. Di kalangan masyarakat bawah eksploitasi anak 

berupa mempekerjakan anak, memang tidak terlepas dari kenyataan lingkungan 

keluarga, sehingga anak dipaksa atau terpaksa membantu menopang ekonomi 

keluarga. Dengan cara mengemis ataupun berjalan di pinggiran jalan, terminal dan 

di persimpangan lampu merah untuk mencari nafkah, anak jalanan ini sudah 

menjadi pemandangan yang lumrah dan banyak kita temui.
54

 

Dalam peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, 

pengaturan mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak terdapat dalam 

peraturan perundang undangan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Dalam Undang-Undang ini tindak pidana eksploitasi Seksual anak di atur 

dalam pasal: 

Pasal 76E 

“Di jelaskan bahwa setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul”. 

Ditambahkan dalam Pasal 82 

 “bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar)”. 

                                                             
54

 Andika Ade Putra, 2020,  „Perlindungan Undang-Undang Terhadap Anak Dari Tindak Pidana 

Eksploitasi‟,1–4. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6250/> 

http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6250/


31 

 

 

 “Apabila tindak pidana di Pasal 76E ini dilakukan oleh orangtua, wali, 

pengasuh anak, pendidik   atau   tenaga   kependidikan   maka   pidananya   

ditambah   1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.” 

 Pasal 76F  

“Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 76F ini menjelaskan 

bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, 

dan/atau perdagangan anak.” 

 

Lebih lanjut dalam Pasal 83 dikemukakan  

“bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan 

dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. 

 

Pasal 76I 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76 ini dijelaskan “bahwa 

setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 

melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi 

dan/atau seksual terhadap anak. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 88 

bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah)”.
55

 

 

b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana eksploitasi seksual 

anak diatur dalam Pasal: 

Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 52 ayat (1) 

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 

(1) dijelaskan “bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
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diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” 

 

 Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) “bahwa setiap orang yang 

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda  paling  banyak 

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Serta dalam Pasal 52 ayat (1) dijelaskan pula bahwa dalam hal tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut 

kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan 

sepertiga dari pidana pokok. Pasal 52 ayat (4). Dalam Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 52 ayat (4) dijelaskan bahwa 

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan 

oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. Pasal 

27 yang dimaksud dalam pembahasan ini dikhususkan pada Pasal 27 ayat 

(1).
56

 

 

c. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi  

Undang-Undang   ini   pun   turut   mengatur   mengenai   tindak   pidana 

eksploitasi seksual anak. Pengaturan untuk tindak pidana ini terdapat 

dalam pasal:  

Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 11 jo Pasal 37  

Pasal 4 menjelaskan bahwa:  

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, 

menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan 

pornografi secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk 

persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau 

onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat 

kelamin, atau pornografi anak”. 

 

 Pasal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa: 
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“setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai 

obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Lebih lanjut dalam Pasal 29 

bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 4 ayat 

(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan 

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit 

Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau paling banyak 

Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar). Sesuai Pasal 37 apabila melakukan 

perbuatan sebagaimana Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama 

dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditambah 1/3 

(sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”.
57

  

 

d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

Dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai 

tindak pidana eksploitasi seksual anak, yaitu: 

Pasal 64 

“Dalam Pasal 64 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh 

perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang 

membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, 

kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”.
58

 

 

E. Pengertian Video Call Sex  

 Video call sex adalah komunikasi antara Laki-laki dan perempuan, dimana 

keduanya berkomunikasi dengan menampilkan aksi pornografi melalui video 

secara live.
59

 Secara normal hubungan seksual dilakukan langsung oleh sepasang 

jenis kelamin yang berbeda. Namun, kini seks dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, termasuk dengan menggunakan teknologi komunikasi untuk dapat 

melakukan hubungan seks tanpa kontak fisik dan jarak jauh, yang dikenal dengan 

seks online. Seks online berbeda berdasarkan jenis teknologi yang digunakan dan 
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dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu video call sex, telepon sex, dan chat 

sex. Sementara seks online dilakukan melalui fitur video call, seks online 

dilakukan melalui percakapan telepon suara, dan seks online dilakukan melalui 

chatting di media sosial Instagram atau Whatsapp. Penyedia seks online 

menggunakan akun Instagram tidak hanya sebagai media untuk mempromosikan 

layanan seks online, tetapi juga sebagai media untuk menemukan calon pelanggan 

seks online.
60

 

Seks online dilakukan tidak hanya dalam bentuk mendesah, 

berbicara secara vulgar, terlihat telanjang (baik setengah telanjang atau 

seluruh tubuh). Dikatakan dalam artikel ini bahwa media sosial telah menjadi 

media tidak hanya untuk menjalankan bisnis seseorang, tetapi juga 

untuk melakukan hubungan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan bahwa: Pornografi adalah 

gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, 

kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai 

bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat 

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 

masyarakat. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang 

disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, 
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televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi 

elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.61 

 

F. Teori Teori Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual 

1. Teori Asosiasi Disperensial 

Teori Asosiasi Disperensial (Differential Association Thoery) 

dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat, Edwin H. Sutherland 

pada tahun 1939 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1947. Teori ini 

dibangun berdasarkan 3 teori, yaitu Ecological and Cultural Transmission 

Theory dari Shaw dan McKay; Symbolic Interactionism dari George Mead; 

dan Culture Conflict Theory.
62

 

Berdasarkan Teori Asosiasi Disperensial, tingkah laku jahat dipelajari 

dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari 

dalam kelompok tersebut adalah Teknik untuk melakukan kejahatan dan 

alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung 

perbuatan jahat tersebut. Berpijak pada uraian di atas dapat diketahui bahwa 

dalam Teori Asosiasi Disperensial diakui adanya sifat dan efek dari 

pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku seseorang. Teori ini bersifat 

sosiologis karena pengajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial 

yang meliputi frekuensi, intensitas, dan peranan asosiasi.
63
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Teori ini tidak bertolak pada kualitas atau ciri-ciri individu atau pada sifat-

sifat dunia ilmiah yang konkret dan dapat dilihat. Menurut Sutherland fakta 

mendasar yang digunakan adalah adanya organisasi sosial yang diferensial 

dalam masyarakat sekitar yaitu bahwa asosiasi diferensial menimbulkan 

kriminalitas pada individu, dan merupakan konsekuensi logis dari prinsip 

belajar dengan asosiasi tersebut (social learning). Jadi asosiasi diferensial 

berlaku pada kelompok-kelompok yang bersifat kriminal maupun kelompok 

anti kriminal.
64

  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sutherland 

berpendapat bahwa seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan 

harapan dan pandangannya, yaitu ketika berhubungan dengan teman akrab. 

Jika kondisi tersebut terpenuhi maka perilaku jahat dapat timbul sebagai 

akibat interaksi sosial. Secara lengkap Sutherland mengajukan 9 proposisi 

tentang proses terjadinya tingkah laku jahat, yaitu sebagaimana 

dikemukakan Bartollas berikut.
65

 

1. Tingkah laku jahat, sebagaimana perilaku lainnya, dipelajari dari orang 

lain. Perilaku jahat bukan perilaku yang diwariskan. 

2. Tingkah laku jahat dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang 

lain melalui proses komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung). 

3. Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku jahat terjadi dalam 

kelompok intim, lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi bentuk 

lainnya, misalnya lewat film atau surat kabar; 
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4. Mempelajari tingkah laku jahat termasuk di dalamnya teknik 

melakukan kejahatan dan motivasi / dorongan atau alasan pembenar 

termasuk sikap-sikap; 

5. Arah dari motif dan dorongan tertentu dipelajari melalui definisi-

definisi dari peraturan perundang- undangan. Dalam masyarakat 

kadang- kadang anak berhubungan dengan orang-orang yang melihat 

apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/hukum sebagai 

sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, tetapi kadang seorang 

anak juga dapat berhubungan dengan orang-orang yang melihat aturan 

hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang untuk melakukan 

kejahatan.
66

 

6. Seseorang menjadi delinkuen, karena ekses dari pola-pola pikir yang 

lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya 

kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus 

diperhatikan dan dipatuhi.  

7. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, jangka 

waktu, prioritas dan intensitasnya. Jadi dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh kelompok (peers groups) tergantung pada frekuensi, 

seberapa lama, pengalaman, dan intensitas dalam bergaul. 

8. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola 

kejahatan dan anti kejahatan melibatkan semua mekanisme yang 
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berlaku dalam setiap proses belajar. Jadi mempelajari tingkah laku 

jahat tidak terbatas pada upaya meniru tingkah laku. 

9. Sekalipun tingkah laku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan 

kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku jahat tersebut tidak 

dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai, karena 

tingkah laku yang tidak jahat pun merupakan pencerminan dari 

kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.  

Jadi motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku 

pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda. Secara rinci, 

Sutherland mengungkapkan, bahwa tingkah laku jahat dipelajari dari orang 

lain melalui proses interaksi dan komunikasi, bukan merupakan unsur yang 

diwariskan dan dibawa sejak lahir. Tingkah laku jahat yang dipelajari adalah 

teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau alasan pembenar, termasuk 

definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan sehingga seringkali 

ketentuan hukum dianggap sebagai pemberi peluang dilakukannya 

kejahatan, daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan 

dan dipatuhi.
67

 

2. T eori Kontrol Sosial 

Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory). Teori ini mensyaratkan 

bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama 

kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik 

maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada 
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masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat 

dan lingkungannya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat 

dan lingkungannya jahat.
68

  

Kontrol sosial adalah yang tercakup segala proses bersifat mendidik, 

mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-

kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Menurut Reiss;
69

 

1) Konsep “personal control”: seberapa kuat seseorang bertahan 

untuk tidak mempergunakan metode yang tidak disetujui secara 

sosial dalam mencapai tujuannya 

2) Konsep “social control”: kemampuan kelompok atau lembaga 

sosial tertentu untuk norma atau aturan tertentu. Konsep yang 

disampaikan Reiss menunjukkan sikap mempertahankan yang 

dianggapanya strategi yang tepat dalam mencapai tujuan yang 

diinginkanya, dan kemampuan dalam memaksimalkan fungsi 

organisasi kelompok sehingga terjadi efektifitas kegiatan dengan 

memperhatikan norma yang berlaku.  

Lebih lanjut Travis Hirschi memetakan empat unsur utama didalam 

kontrol sosial internal yang terkandung didalam proposisinya, yaitu 

attachmen (kasih sayang), commitment (tanggung jawab), inveloment 
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(keterlibatan atau partisipasi), dan believe (kepercayaan atau keyakinan). 

Empat unsur utama itu dalam peta pemikiran Travis Hirschi dinamakan 

social bonds yang berfungsi untuk mengendalikan individu.  

Kontrol sosial bertujuan untuk mengembalikan keserasian terhadap serta 

menjalankan fungsi keluarga oleh orang tua terhadap anak yang 

menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari.
70

 

Dalam kaitannya dengan teori kontrol, menurut Reiss ada 3 komponen 

yang dapat menjelaskan kenakalan remaja, yaitu kurangnya kontrol internal 

yang wajar selama masa kanak-kanak, hilangnya kontrol tersebut, dan tidak 

adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma tersebut (di sekolah, di 

keluarga, atau lingkungan sekitar).  

Selanjutnya Reiss membedakan 2 macam kontrol yaitu:  

a. personal control, yaitu kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak 

mencapai tujuannya dengan cara yang melanggar norma; 

b. social control, yaitu kemampuan masyarakat atau kelompok sosial untuk 

melaksanakan norma-norma atau peraturan perundang-undangan.
71

 

3. Teori Psikologis 

Teori Psikologi Kriminal Usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat 

didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang 

mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan 

penjahat dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang 
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rendah. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di tingkat 

individu dalam melakukan kejahatan.
72

  

Melihat dari teori-teori sebab terjadinya kejahatan menurut kriminologi 

maka terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor yang memengaruhinya demikian kompleks, seperti yang dijelaskan 

oleh beberapa pakar berikut ini. Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak 

umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri 

maupun faktuor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan 

masyarakat, seperti: 

a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, 

autisme, anak terlaku lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan 

anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa. 

b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, 

banyak anak. 

c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah, misalnya perceraian, ketiadaan 

ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak 

mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi. 

d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan 

mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak 

diinginkan, anak yang lahir di luar nikah. 

                                                             
72

 Syahrizal Efendi Lubis, 2021, „Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap 

Anak Di Kota Medan‟, Jurnal Ilmiah MAKSITEK, 6.1, 60   

<https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/233>. 



42 

 

e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua 

orangtua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena 

gangguan emosional dan depresi. 

f. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami 

perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya. 

g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya 

tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh tehadap tindakan eksploitasi, 

pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya 

paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya 

mekanisme kontrol sosial yang stabil.
73

 

Sementara itu, Rusmil menjelaskan bahwa penyebab atau resiko terjadinya 

kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, 

yaitu: 

1. Faktor orang tua atau keluarga (Internal)  

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan 

penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua 

melakukan kekerasan pada anak diantaranya:  

a) Praktik-praktik budaya yang merugikan anak: 

1) Kepatuhan anak kepada orang tua 

2) Hubungan asimetris 

b) Dibesarkan dengan penganiayaan 

c) Gangguan mental 

                                                             
73

 Ibid., Hlm 60. 



43 

 

d)  Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama 

mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun 

e) Pecandu minuman keras. 

2. Faktor lingkungan sosial/komunitas (Eksternal) Kondisi lingkungan sosial 

juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor 

lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran 

pada anak di antaranya:  

a) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis 

b) Kondisi sosial-ekonomi yang rendah 

c) Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua 

sendiri 

d) Status wanita yang dipandang rendah 

e) Sistem keluarga patrikin 

f) Nilai masyarakat yang terlalu individualistis 

3. Faktor anak itu sendiri (individu) 

a)  Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis 

disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya. 

b) Perilaku menyimpang pada anak.
74
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar yaitu Polrestabes 

Makassar, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A),  

Ahli ITE, Ahli Psikologi, Ahli Hukum Pidana, Masyarakat dan di Kabupaten 

Barru yaitu Polres Barru sebagai wilayah tempat terjadinya Eksploitasi 

Seksual dengan menggunakan teknologi Video Call Sex yang menjadi Tempat 

Penelitian Penulis yang diharapkan dapat memenuhi data dan informasi yang 

di perlukan terkait dengan permasalahan dan pembahasan penulisan karya 

ilmiah ini. 

B. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang menggunakan 

pendekatan yuridis-empiris. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan 

cara menganalisis hasil penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif, yaitu 

data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta 

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan pelajari sebagai sesuatu yang utuh. 

pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

pertama dan Rumusan masalah kedua.  

C. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari 

kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari 

permasalahan penelitian yang diajukan. 
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Adapun Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian 

di lapangan (field research) dengan mengadakan wawancara mendalam 

kepada Penyidik Polrestabes Makassar dan Polres Barru, Ahli ITE yaitu 

Dosen TI Universitas Bosowa, Ahli Psikologi yaitu Dosen Psikolog 

Universitas Bosowa, Ahli Hukum Pidana yaitu Kantor Advokat dan 

Masyarakat. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari studi 

kepustakaan (library research) di antaranya Undang- Undang, jurnal, web 

internet, buku-buku, majalah, hasil karya dari kalangan hukum, serta 

dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Penelitian Pustaka (Library Research) 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data 

sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang 

didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang 

berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini. 
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2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara 

yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan pihak terkait 

dengan penelitian ini. 

3. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(Interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melalui 

wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka 

keterangan dari subjek penelitian.  

E. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian yakni bahan hukum primer dan 

sekunder kemudian di olah dan di analisis dalam bentuk dekskriptif kualitatif 

untuk menjawab rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak   

Melalui Video Call Sex  

Kasus eksploitasi terhadap anak menjadi masalah kasus pidana yang sekarang 

menjadi permasalahan hukum beberapa faktor yang membuat eksploitasi terhadap 

anak terjadi salah satunya adalah faktor teknologi digital. Dalam kasus eksploitasi 

terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Barru dalam perkara Hasil Putusan 

Pengadilan Negeri Barru Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN pada hari Kamis tanggal 28 

Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita perkara kasus tindak pdana eksploitasi anak 

perkara Pengadilan Negeri Barru dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan 

Negeri Barru memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi tentunya dalam 

perkara kasus eksploitasi terhadap anak dengan ketentuan Setiap Orang dilarang 

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 

melakukan, eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, terhadap 

anak korban perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 

Pada kejadian kasus eksploitasi terhadap anak  yang terjadi pada hari Rabu 

tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wita terjadi tindakan pidana eksploitasi 

terhadap anak berawal dari postingan korban melalui Grup Lowongan Kerja Pare-

Pare di aplikasi Facebook yang membuat status “ada loker kah” kemudian pelaku 

membalas komentar korban dengan mengatakan “langsung inbox saya” dengan 

menggunakan akun Facebook Lite milik terdakwa yang bernama Ahmad Sultan 

Mulyadi untuk selanjutnya terdakwa dan korban melakukan percakapan melalui 
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Messenger lalu pembicaraan mereka berlangsung selama semalam kemudian 

pelaku menawarkan uang sebesar 400 ribu untuk melakukan video call sex 

kemudian korban dan pelaku melakukan video call sex. Adapun korban 

melakukan pembicaraan dengan berbagai perjanjian mulai dari koban akan 

memberikan pekerjaan, melakukan transfer uang tiap bulan. Kemuidian pada 

Kamis tanggal 28 Mei 2020 pelaku kembali menghubungi anak korban melalui 

messenger untuk meyakinkan korban dan meminta nomor whatsapp korban 

namun sebelumnya memberikan nomor whatsapp korban sempat meminta uang 

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan 

tertentu tanpa adanya pengawasan orang tua dan tuntutan ekonomi terjadilah 

kembali vidio call sex dan terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada 

korban untuk lebih meyakinkan korban dan setelah terdakwa mendapatkan nomor 

korban, pelaku lalu melakukan obrolan melalui whatsapp kemudian terjadilah 

kembali vidio call sex.  

Selanjutnya korban meminta imbalan yang telah di janjikan kepada terdakwa 

namun terdakwa menolaknya dan meminta korban menyanggupi permintaan 

terdakwa untuk kembali melakukan video call sex namun korban menolak 

permintaan terdakwa dan saat korban menolak permintaannya terdakwa lalu 

mengancam akan menyebarkan rekaman video call sex tersebut. Korban tetap 

menolak permintaan pelaku sehingga dia memposting rekaman tersebut di akun 

facebook milik pelaku dan menandai akun facebook dan mengirimnya ke keluarga 

korban.
75
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Hasil analisis data di atas bebapa informan beranggapan terkait Eksploitasi 

Terhadap Anak yang terjadi di atas sesuai dengan Hasil Putusan Pengadilan 

Negeri Barru Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN. Hal serupa juga ungkapkan oleh Andi 

Arahap selaku penyidik polres Barru bahwa: 

“Tentunya terjadinya tindak pidana Eksploitasi Terhadap Anak sesuai dengan 

perkara tersebut penyebabnya itu faktor desakan gaya hidup yang tinggi, anak 

sekarang ini banyak melihat apa yang dimiliki oleh temannya sehingga mereka 

melakukan segala hal untuk memenuhi gaya hidup tersebut termasuk 

melakukan Video Call Sex.”
76

 

 

Hal ini diungkapkan oleh Jusman Sabir selaku advokat: 

“Dari kasus ini tentunya kita ketahui bahwa anak melakukan semua hal yang 

mereka inginkan karena tuntuntan gaya hidup yang tinggi.”
77

 

 

Dari anaslisa dapat di atas menunjukan bahwa Eksploitasi Terhadap Anak 

terjadi akibat dari gaya hidup anak yang terlalu tinggi sehingga mereka 

melakukan semua hal termasuk video call sex karena banyak hal yang mereka 

inginkan guna keingan mereka terkabulkan demi uang. 

Hasil yang lain dalam wawancara beberapa informasi tentang Eksploitasi 

Terhadap Anak terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya Eksploitasi anak. 

Dari berbagai tanggapaan narasumber Tri Rahmat Abidin selaku Penyidik 

pembantu Polrestabes Makassar berpendapat bahwa: 

 “Kasus ini yang terjadi di Barru itu saya rasa terjadinya Eksploitasi 

Terhadap Anak salah satunya kurangnya pengawasan orang tua terhadap 

anak sehingga hal ini terjadi. Kedua beberapa juga penyebabnya tentu 

faktor-faktor pergaulan juga beberapa kasus tetang tindak pidana dimana 

korbannya anak itu didapatkan bahwa mereka jadi korban karena pelecehan 

dan rela untuk melakukan vcs karena perngaruh temannya dengan iming-

                                                             
76

 Wawancara dengan Andi Arahap selaku penyidik polres Barru tanggal 25 Juli 2023 
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imingan uang dia melakukannya karena temannya juga melakukan hal 

tersebut.”
78

 

 

 Tanggapan informan di atas menunjukan bahwa terjadinya Eksploitasi 

Terhadap Anak terjadi karena faktor pergaulan yang tentunya kurangnya 

pengawasan dari orang tua membuat anak melakukan hal yang tidak semestinya 

dilakukan selain itu faktor teman menjadi salah satu faktor terjadinya Eksploitasi 

Anak akibat dari pengaruh pergaulan membuat anak akan melakukan hal yang 

tidak wajar dan merugikan tentunya hal ini dikarenakan tuntutan ekonomi yang 

tinggi. 

Selain itu salah satu faktor juga terjadinya Eksploitasi Anak adalah faktor 

kurang bijak dalam menggunakan teknologi seperti diungkapkan oleh Abdillah 

selaku dosen TI Universitas Bosowa bahwa: 

“Kasus yang terjadi di Barru itu Kalau berbicara tentang Eksploitasi anak 

melalu Video Call Sex tentunya tak terlepas dari faktor teknologi dan 

komunikasi media sosial. Sekarang ini pertumbuhan tekonologi media sosial 

semakin pesat banyaknya aplikasi penyedia pronsituasi dan juga pornografi 

bahkan ada aplikasi penyediaan Video Call Sex sehingga hal ini penyebabnya 

dan paling nomor satu tentunya anak usia dini sekarang ini karena pengaruh 

media sosial mereka belum bijak dalam menggunakannya sehingga 

terjadinya Eksploitasi anak melalu Video Call Sex nah kebanyakan kasus ini 

terjadi biasanya pada anak itu terjadi di facebook. Selain itu karena ada juga 

biasa anak yang sudah berbuat begitu sama pacaranya dan putus akhirnya 

lakukan hal begitu juga jual diri Video Call Sex”
79

 

 

Wawancara informan di atas menunjukan bawah beberapa faktor yang 

menjadi penyebab terjadinya Eksploitasi Anak dimana pengaruh teknologi paling 

berpengaruh karena Video Call Sex dilakukan melalui media sosial. Bermula pada 

saat korban ingin mencari pekerjaan lalu kemudian mempostingnya di laman 
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facebook tak lama kemudian pelaku melakukan pesan messengger untuk 

penawaran melakukan video cal sex dengan janji akan diberikan uang sehingga 

kasus ini terjadi dari faktor kurang bijaknya meggunakan teknologi. Penggunaan 

teknologi informasi tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif. Melalui 

website, televisi, facebook telah menjebak anak-anak dalam perangkap
 
kejahatan 

seksual yang berujung pada Eksploitasi Anak. Ini merupakan dampak negatif 

dari meningkatnya teknologi  informasi dan komunikasi. 

Eksploitasi Pengaruh teman ini disebabkan karena mereka salah memilih 

teman, pengaruh teman ini juga berkaitan erat dengan penggunaan obat-obatan 

terlarang dan minuman keras. Kemudian dari situ anak akan mulai mengenal 

hubungan seksual yang pada akhirnya karena sudah terlanjur malu 

mengakibatkan mereka menjadi anak korban Eksploitasi. Seperti yang 

diungkapkan oleh Titin Florentina Purwasetiawatik selaku Psikolog bahwa: 

“Kasus ini dapat diketahui bahwa mereka ikuti melakukan ini karena mereka 

diajak oleh teman mereka. Apalagi anak yang masih lebih pasti mudah 

termakan bujuk rayu apa lagi kondisi anak sangat membutuhkan uang.”
80

 
 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Tri Rahmat Abidin selaku Penyidik 

pembantu Polrestabes Makassar bahwa: 

 “Salah satu faktornya juga karena pergaulan yang bebas ada temannya yang 

mendapatkan uang karena Video Call Sex prabayar akhirnya dia pun ikut-

ikutan.”
81

 

 

Analisis data di atas menunjukan bahwa salah satu faktor Eksploitasi 

Terhadap Anak itu karena lingkungan terdekat anak, seperti teman.  Lingkungan 

pergaulan yang tidak sehat sangat berdampak buruk bagi anak-anak. Anak-anak 
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yang sifatnya masih labil, akan sangat mudah terpengaruh untuk terjun ke dunia 

prostitusi, perdagangan seksual maupun pornografi. Mereka terbujuk temannya 

yang terlebih dahulu masuk ke dunia itu. Pengaruh teman ini disebabkan karena 

mereka salah memilih teman, pengaruh teman ini juga berkaitan erat dengan 

penggunaan obat-obatan terlarang dan minuman keras. Kemudian dari situ anak 

akan mulai mengenal hubungan seksual yang pada akhirnya karena sudah 

terlanjur malu mengakibatkan mereka menjadi anak korban Eksploitasi. 

Perkara di atas merupakan kasus tindak pidan Eksploitasi Terhadap Anak 

Melalui Video Call Sex, dari hal ini atas bebagai mecam faktor-faktor yang 

menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak Melalui Video Call Sex. 

Dari analisis data perkara di atas dan juga beberapa tanggapan dari informan 

maka didapatkan beberapa Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh besar 

(dominan) yang menyebabkan     anak berada pada situasi eksploitasi seksual, antara 

lain: 

1. Faktor gaya hidup 

Eksploitasi Terhadap Anak tentunya penyebabnya adalah gaya hidup 

yang terlalu tinggi dimana anak akan melakukan hal yang mereka ingingkan 

demi gaya hidup mereka. Dari anaslisa dapat di atas menunjukan bahwa 

Eksploitasi Terhadap Anak terjadi akibat dari gaya hidup anak yang terlalut 

tinggi sehingga mereka melakukan semua hal termasuk video call sex karena 

banyak hal yang mereka inginkan guna keingan mereka terkabulkan demi 

uang. 
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2. Faktor pergaulan 

Lingkungan pergaulan yang tidak sehat sangat berdampak buruk bagi 

anak-anak. Anak-anak yang sifatnya masih labil, akan sangat mudah 

terpengaruh untuk terjun ke dunia prostitusi, perdagangan seksual maupun 

pornografi. Mereka terbujuk temannya yang terlebih dahulu masuk ke dunia 

itu. Seperti pada kasus putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bar bahwa 

korban awal menjadi korban karena adanya pengaruh dari temannya sehingga 

korban melakukannya karena pengaruh dari pergaulannya.  

Umumnya pengaruh teman maupun kelompok sangat besar. Seseorang 

yang telah merasa cocok dengan teman atau kelompoknya, akan cenderung 

mengikuti gaya teman atau kelompoknya tersebut. Sangat sulit apabila dia 

tidak mau mengikuti gaya kelompoknya yang dirasakan buruk, dengan tetap 

mempertahankan diri di dalam kelompoknya tersebut, tentu ia akan 

diasingkan karena tidak mau mengikuti gaya kelompoknya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan pergaulan membawa peranan 

penting bagi seorang anak. Orang tua perlu memberikan teladan yang baik 

bagi anaknya. Selain itu anak-anak harus berhati-hati dalam memilih teman 

di lingkungan pergaulannya, karena pergaulan mempunyai pengaruh yang 

sangat besar bagi seorang anak, baik secara positif maupun negatif. 

3. Faktor kurang bijak dalam menggunakan teknologi 

Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi secara langsung 

maupun tidak langsung menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak 

berada pada situasi Eksploitasi Anak. Anak-anak zaman sekarang sangat 
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dekat sekali dengan media informasi seperti internet dengan berbagai 

layanannya seperti jejaring sosial facebook, twitter, youtube dan sebagainya. 

Disamping itu dunia maya menawarkan seribu satu macam cara untuk 

melakukan transaksi seksual sampai   hubungan   seksual dengan kontrol yang 

sangat   minim   atau   bisa dibilang tidak ada. Anak-anak yang masih 

memiliki tingkat kaingintahuan yang sangat tinggi tentu saja akan sangat 

mudah untuk menjadi korban penyalahgunaan teknologi informasi dan 

komunikasi ini. Hal itu makin mengancam anak, karena anak punya akses 

yang tak terbatas untuk menjadi korban eksploitasi seksual komersial. 

Bahkan modus terbaru yang saat ini banyak digunakan pelaku untuk mencari 

korbannya adalah dengan jejaring sosial seperti facebook.  

Kemudian televisi yang menampilkan tayangan yang tidak memiliki nilai 

edukasi, akan mempengaruhi anak untuk bersifat konsumtif terhadap  sesuatu 

yang telah dilihatnya, anak-anak tersebut disuguhi barang-barang mewah 

yang hanya dapat mereka lihat tanpa bisa mereka miliki.  

4. Faktor Ekonomi 

Di Barru faktor sosial ini erat kaitannya dengan gaya hidup remaja 

perkotaan yang konsumtif. Akan tetapi sebagian besar anak korban 

Eksploitasi Anak memiliki latar belakang sosial ekonomi yang relatif rendah. 

Kondisi dan latar belakang ekonomi keluarga yang pas-pasan tersebut tidak 

memungkinkan bagi anak-anak tersebut untuk dapat hidup dengan gaya hura- 

hura dan mewah sebagaimana layaknya orang-orang yang berkecukupan. 

Dalam kasus yang terjadi anak sangat membutuhkan uang sehingga 
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melakukan postingan untuk mencari kerja di laman facebook sehingga pelaku 

melakukan pesan singkat melalui mesengger dengan ajakan video call sex 

dengan janji akan diberikan uang lalu anak melakukan hal tersebut demi 

kebutuhan uang. 

Hasil analisis data di atas menunjukan bahwa terdiri beberapa faktor 

terjadinya Eksploitasi anak diantaranya Faktor Teman dimana kondisi lingkungan 

pergaulan membawa peranan penting bagi seorang anak. Orang tua perlu 

memberikan teladan yang baik bagi anaknya. Selain itu anak-anak harus berhati-

hati dalam memilih teman di lingkungan pergaulannya, karena pergaulan 

mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi seorang anak, baik secara positif 

maupun negatif. Faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penggunaan 

teknologi informasi tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif. Melalui 

website, televisi, facebook telah menjebak anak-anak dalam perangkap
 
kejahatan 

seksual yang berujung pada Eksploitasi Anak. Faktor sosial ekonomi membawa 

pengaruh yang sangat besar bagi seorang anak, apalagi dengan pola hidup 

masyarakat kita yang cenderung konsumtif, akan mampu menjebak seorang anak 

untuk terjun ke dalam Eksploitasi Anak melalui Video Call Sex dengan segala 

keterbatasan yang ada agar mampu memenuhi segala keinginannya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Kontrol Sosial (Social Control 

Theory) dimana teori ini bahwa individu dalam masyarakat mempunyai 

kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi 

jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung 

pada masyarakat dan lingkungannya. Lingkungan yang buruk maka anak akan 



56 

 

mengikutinya ketika mereka berada pada kenyaman. Seperti halnya hasil 

penelitian ini bahwa korban Eksploitasi Terhadap Anak berawal dari pengaruh 

teman pada lingkungan mereka bergaul sehingga anak melakukan video call sex 

akibat dari pengaruh lingkungan mereka berada. Selain itu tidak bijaksananya 

penggunaan media sosial sehingga anak terjerumus dalam Eksploitasi. 

B. Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Melalui 

Video Call Sex 

Perlindungan anak semestinya berpedoman pada upaya yang menjadikan anak 

sebagai manusia yang patut mendapat perhatian yang baik. Persoalan eksploitasi 

dimasukkan dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang harus dihindari dan 

dimusnahkan, selain kelakuan yang melanggar hukum, juga berdampak pada 

norma agama dan budaya masyarakat beradab. Indonesia sudah mengerjakan 

berbagai upaya untuk memberantas eksploitasi seksual terhadap anak diantaranya 

membuat rencana aksi nasional, meratifikasi berbagai instrumen international 

yang berhubungan dengan perlindungan, dan berbagai aturan khusus ataupun 

sebagai salah satu bagian buat memberikan keamanan untuk korban eksploitasi 

seksual. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 59 A bentuk dari keamanan 

aturan untuk anak korban eksploitasi juga tertera di Pasal 66. 

Langkah yang dilakukan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi 

Terhadap Anak Melalui Video Call Sex tentunya dari pemerintah dan Lembaga 

terkait melakukan Langkah dalam pencegahan Tindak Pidana Eksploitasi 

Terhadap Anak. Wilayah yang dimaksud yaitu Wilayah Makassar. Seperti yang 



57 

 

diungkapkan oleh Tri Rahmat Abidin selaku Penyidik pembantu Polrestabes 

Makassar bahwa: 

 “Tentunya jika ingin menanggulangi tindak pidana Eksploitasi Anak harus 

melakukan sosialisasi di wilayah yang rentan dengan terjadinya Eksploitasi 

Anak seperti sosialisasi tatap muka pencegahan Eksploitasi Anak dan 

sebaran media cetak. Dan juga kita melibatkan masyarakat. Jadi sosialisasi 

itu selain anak-anak juga ke Masyarakat.”
82

 

 

Analisis data di atas menunjukan bahwa Langkah yang dilakukan dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Melalui Video Call 

Sex tentunya melakukan sosialisasi di wilayah yang rentan terjadinya Eksploitasi 

Terhadap Anak bentuk sosialisasi yang dilakukan berupa edukasi tata muka 

melibatkan tokoh Masyarakat agar nantinya kesadaran dan kepedulian dalam 

menanggulangi Eksploitasi Terhadap Anak bisa di lakukan. 

Begitu pula dengan di sekolah, anak-anak usia sekolah beresiko terhadap 

kekerasan seksual dan Eksploitasi Anak. Selain itu berdasarkan pemetaan 

masalah yang dilakukan DP3A tiga tahun terakhir ini bahwa wilayah dan sekolah 

yang dinilai sangat rentan terhadap Eksploitasi Anak karena ada beberapa kasus 

yang terjadi. Banyak kegiatan yang dilakukan dalam mencegah Eksploitasi Anak, 

seperti yang diungkapkan oleh Titin Florentina Purwasetiawatik selaku Psikolog 

bahwa: 

“Sebenarnya hal pertimbangan juga pihak terkait yang bertanggung jawab 

dalam pencegahan tindak pidana Eksploitasi Anak harus lakukan sosialisasi 

ke sekolah-sekolah terutama yang rentang dengan tindak pidana Eksploitasi 

Anak. Salah satu mungkin mengajak warga sekolah guru dan murid untuk 

membuat mading untuk pencegahan tindak pidana Eksploitasi Anak.”
83

 

 

Hal serupa juga ungkapkan oleh Jusman Sabir selaku advokat: 
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“Salah satu Langkah pencegahan tindak pidana Eksploitasi Anak melakukan 

sosialisasi di sekolah tentang bahayanya Eksploitasi Anak karena anak itu 

perlu bimbingan dan pengetahuan”
84

 

 

Jadi mading sebagai sebagai salah satu media sosialisasi di sekolah. Materi 

yang diberikan dan informasi yang perlu disampaikan dalam melakukan 

sosialisasi-sosialisasi adalah tentang pengertian anak, hak dan kewajiban anak, 

sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, dampak dari Eksploitasi Anak, 

serta bagaimana cara  memerangi tindak pidana Eksploitasi Anak. Jadi dapat 

penulis simpulkan bahwa perlindungan anak itu dalam lingkungan sekolah adalah 

tanggung jawab semua warga sekolah. 

Hal lain dilakukan selain sosialisasi melakukan kampenye-kampanye dalam 

edukasi pencegahan Eksploitasi Anak. Untuk menghimbau masyarakat agar 

peduli terhadap perlindungan anak. Seperti yang diungkapkan oleh Titin 

Florentina Purwasetiawatik selaku Psikolog bahwa: 

“Langka yang lain dilakukan dalam pencegahan tindak pidana Eksploitasi 

Anak melakukan kampanye-kampanye seperti buat poster, stiker dan kapanye 

di media sosial karena anak sekarang lebih banyak menantap layar 

handphone sehingga langakah kampanye dalam mencegah tindak pidana 

Eksploitasi Anak alternatifnya diaplikasikan melalui media sosial.”
85

 

 

Dari analisis data di atas menunjukan bahwa selain sosialisasi dalam 

mencegah tindak pidana Eksploitasi anak dilakukan di wilayah dan sekolah 

tertentu namun juga alternatinya dilakukan melalui media sosial murah dan sangat 

efektif. 

Stakeholder untuk Penanggulangan tindak pidana Eksploitasi secara nasional 

bekerjasama dengan baik, Pembentukan Kerjasama yang baik adalah perlunya 
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pembentukan Lembaga atau tim khsusus untuk pencegahan tindak pidana 

Eksploitasi. Seperti yang diungkapkan oleh Andi Arahap selaku penyidik polres 

Barru bahwa: 

“Sangat penting sekali pembentukan tim khusus bekerjasama beberapa 

instansi atau Lembaga lainnya dalam bekerjasama untuk penanggulangan 

tindak pidana Eksploitasi anak yang tentunya hal ini menjadi tanggung jawab 

Bersama sehingga nantinya tindak pidana Eksploitasi bisa di atasi Bersama. 

”
86

 

 

Analisis data di atas menunjukan bahwa pentingnya Kerjasama Stakeholder 

baik pemerintah, penegak hukum maupun lembaga yang menangani anak dalam 

memerangi tindak pidana Eksploitas hal ini sangat penting tentunya membentuk 

suatu sistem kelembagaan Kerjasama agar penanggulangan tindak pidana 

Eksploitasi anak bisa di minimalisir sedinih mungkin. Kerjasama Stakeholder  

telah membentuk Tim terpadu dalam menjalankan funsing jangkauan dan 

rehabilitasi dalam pencegahan Eksploitasi Anak, dimana didalamnya terdapat 

kepolisian, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A), Data 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan dinas Sosial 

Program Penanggulangan pencegahan ini bertujuan agar anak tidak terjebak 

ke dalam Eksploitasi Terhadap Anak Melalui Video Call Sex. Sasarannya adalah 

anak-anak yang dinilai rentan terhadap Eksploitasi dan wilayah-wilayah rentan 

Eksploitasi anak. Adapun kegiatan pencegahan tersebut meliputi: 

1. Sosialisasi-Sosialisasi Pencegahan Eksploitasi 

                                                             
86

 Wawancara dengan Andi Arahap selaku penyidik polres Barru tanggal 25 Juli 2023 



60 

 

Sosialisasi dilakukan di wilayah tersebut dikarenakan wilayah  tersebut 

merupakan lingkungan tempat tinggal yang sangat rawan yang dapat 

mempengaruhi perkembangan dan memungkinkan untuk terjadinya 

eksploitasi seksual komersial pada anak. Sosialisasi di wilayah untuk anak-

anak dilakukan oleh teman sebaya. Jadi sosialisasi dari anak untuk anak-

anak, sebelumnya anak-anak ini sudah mendapatkan pengarahan dari pihak 

terkait dalam hal ini DP3A. Untuk yang dewasa itu dilakukan dengan 

membentuk kader-kader, mereka yang ditunjuk menjadi kader inilah yang 

akan melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakatnya. 

Pada hasil observasi yang dilakukan bahwa data yang didapat melalui 

DP3A tentang sosialisasi pencegahan telah dilakukan disejumlah wilayah di 

Kota Makassar dimana Wilayah yang sudah dilakukan sosialisasi dari tahun 

2021-2022 adalah Kecamatan Biringkanaya, kecamatan Bontoala, Makassar, 

Manggala, Tamalate dan Ujung tanah. Dan kemudian sekolah yang telah 

dilaksanakannya sosialisasi Eksploitasi anak dimana ada sekitar 31 SD, 24 

SMP, dan 18 SMA/SMK. 

Jadi dengan melakukan sosialisasi di wilayah diharapkan semua 

masyarakat memperoleh informasi penting dan mau mencegah tindak pidana 

Eksploitasi Anak di lingkungannya. Selain itu diharapkan juga mereka mau 

peduli dan berempati ketika terjadi kasus tindak pidana Eksploitasi Anak, 

sehingga masyarakat ini dapat ikut serta dalam melakukan penangganan 

dengan kerjasama melalui pemerintah di suatu wilayah. 



61 

 

Sosialisasi yang dilakukan di sekolah dilakukan oleh pihak terkait kepada 

murid-murid, yang mana pihak sekolah ini tentunya mendapatkan training 

dari pihak yang menangani persoalan anak, kemudian disosialisasikan kepada 

seluruh siswa. 

Tentunya dari faktor terjadinya Eksploitasi Anak yaitu faktor keluarga 

dan teman dengan dilaksanakan sosialisasi ke wilayah dan sekolah akan 

mampu mengedukasi orang tua untuk selalu menjaga anak agar tidak 

terjerumus dalam Eksploitasi Anak kemudian sangat penting juga bagi anak 

sekolah mengetahui dampak dari Eksploitasi Anak sehingga mampu 

menghindarinya dan mencegah temannya agar tidak terjerumus dalam dunia 

Eksploitasi Anak. Tentunya hal menjadi tanggung jawab pemerintah 

melakukan sosialisasi secara langsung berupa edukasi tentang Eksploitasi 

Anak yang tentunya pihak seperti DP3A sebagai pihak yang berwenang 

dalam melindungi anak agat terjaga dari segala ancaman Eksploitasi Anak. 

Pentingnya sosialisasi perlindungan anak tentang Eksploitasi Anak dapat 

diminalisir sebagaimana factor pergualan yang menjadi salah satu factor 

terjadinya Eksploitasi anak. tentunya sosialisasi tentang perlindungan anak 

ini mampu dilakukan oleh DP3A dan juga pihak polri dimana sasarannya di 

wilayah yang sering terjadi Eksploitasi dan di sekolah. 

Selain itu bentuk sosialisasi juga dapat dilakukan juga oleh pihak sekolah 

seperti edukasi terkait bahaya Eksploitasi Anak yang mengincar para anak 

dan juga dukungan dari sekolah berupa anggaran untuk sosialisasi ini sangat 

penting.  
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Berikut ini kegiatan sosialisasi dalam pencegahan tindak pidana 

Eksploitasi anak yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya 

adalah: 

 

Tabel 1. Giat Pemerintah dan Lembaga kegiatan sosialisasi dalam 

pencegahan tindak pidana Eksploitasi anak 

 

No Pemerintah dan Lembaga Giat Lokasi 

1 

 

DP3A Sosialisasi 

Pencegahan 

pelecehan anak 

Kecamatan se-

kota Makassar 

Sosialisasi 

Eksploitasi anak 

Tingkat SD, 

SMP, dan SMA 

se-kota 

Makassar 

2 Advokat atau Posbakum Sosialisasi 

perlindungan 

Hukum pada 

korban Eksploitasi 

anak 

Kecamatan se-

kota Makassar 

3 Polres Makassar Sosialisasi 

Pencegahan tindak 

pidana pelecehan 

anak  

Kecamatan se-

kota Makassar 

4 LPAI Sosialisasi 

Pencegahan tindak 

pidana pelecehan 

anak dan 

perlindungan 

terhadap korban 

korban Eksploitasi 

anak 

Kecamatan se-

kota Makassar 

dan Tingkat SD, 

SMP, dan SMA 

se-kota 

Makassar 

       Sumber: Data DP3A Kota Makassar 2023 

 

2. Kampanye-Kampanye Pencegahan tindak pidana Eksploitasi Anak 

Kampanye ini dilakukan melalui teater, pembuatan film dokumenter, 

peringatan Hari Anak Nasional, dan media massa. Kampanye yang dilakukan 
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melalui media massa yaitu poster, stiker, iklan layanan masyarakat, surat 

kabar maupun radio.  

Dari analisis data di atas menunjukan bahwa selain sosialisasi dalam 

mencegah tindak pidana Eksploitasi anak dilakukan di wilayah dan sekolah 

tertentu namun juga alternatifnya dilakukan melalui media sosial dan sangat 

efektif. Di zaman sekarang anak lebih banyak mengahabiskan kesehariannya 

dalam menggunakan media sosial bahwa menghabikan waktunya di depan 

handphone tentunya hal ini baik dilakukan oleh pihak terkait dalam 

melakukan kampanye pencegahan tindak pidana Eksploitasi Anak tentunya 

dengan memanfaatkan media sosial dalam melakukan kampanye tersebut. 

Selain itu kampanye-kampanye Eksploitasi Terhadap Anak tentunya 

harus dilakukan oleh pihak sekolah dimedia sosial sebagai bangian dari 

edukasi terhadapat Eksploitasi Terhadap Anak. 

3. Mengadakan Diskusi-Diskusi dan Kerjasama dengan Pihak-Pihak Terkait 

Diskusi-diskusi yang dilakukan yaitu: diskusi regular untuk 

perlindungan anak untuk orang dewasa di wilayah makassar diskusi regular 

untuk perlindungan anak untuk anak di Makkasar, Semanggi dan Jebres, 

diskusi berkala untuk monitoring dan upgrading sistem perlindungan 

Eksploitasi Anak di sekolah maupun di wilayah, dan diskusi tingkat kota 

dengan pihak-pihak atau stakeholder. 

Pemerintah Kota Makassar khususnya pihak DP3A dan Polres Kota 

Makassar telah membentuk Tim terpadu dalam menjalankan funsing 
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jangkauan dan rehabilitasi dalam pencegahan Eksploitasi Anak, dimana 

didalamnya terdapat kepolisian, DP3A, P2TP2A, KPAI, dan dinas Sosial.  

Analisis data di atas menunjukan bahwa pentingnya Kerjasama 

Stakeholder baik pemerintah, penegak hukum maupun lembaga yang 

menangani anak dalam memerangi tindak pidana Eksploitasi hal ini sangat 

penting tentunya membentuk suatu sistem kelembagaan Kerjasama agar 

penanggulangan tindak pidana Eksploitasi anak bisa di minimalisir sedinih 

mungkin. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Kontrol Sosial (Social Control 

Theory) Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya 

tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Sehingga yang seharusnya 

dilakukan melakukan Upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan agar 

menjadi baik. Seperti halnya hasil penelitian ini bahwa bentuk sosialisasi 

dilakukan sebagai langkah untuk pencegahan tindak pidana Eksploitasi anak 

dimana hal ini dilakukan oleh Stakeholder yang ada untuk meminimalisir 

kejahatan Eksploitasi anak dan menciptakan lingkungan yang baik, baik di 

Masyarakat maupun di sekolah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : 

1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak Melalui 

Video Call Sex dapat dijabarkan dibawah ini: 

a. Eksploitasi Terhadap Anak terjadi akibat dari gaya hidup anak yang 

terlalut tinggi sehingga mereka melakukan semua hal termasuk video 

call sex karena banyak hal yang mereka inginkan guna keingan 

mereka terkabulkan demi uang. 

b. Faktor lingkungan pergaulan membawa peranan penting bagi seorang 

anak. Faktor kurang bijak dalam menggunakan teknologi 

c. Faktor teknologi informasi dan komunikasi secara langsung maupun 

tidak langsung menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak 

berada pada situasi Eksploitasi Anak. 

d. Faktor Ekonomi, di Barru faktor sosial ini erat kaitannya dengan gaya 

hidup remaja perkotaan yang konsumtif. Akan tetapi sebagian besar 

anak korban Eksploitasi Anak memiliki latar belakang sosial ekonomi 

yang relatif rendah. 

2. Penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak melalui video call 

sex dimana dengan melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana 

eksploitasi terhadap anak. Selain itu melakukan kampanye pencegahan 



66 

 

tindak pidana Eksploitasi Anak tentunya dengan memanfaatkan media 

sosial. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah 

Melakukan langkah-langkah perlindungan dengan menekankan pada 

upaya mengharmonisasi peraturan perundangan dan kebijakan yang 

berperspektif (hak) anak, memperkuat dan melaksanakan Undang-Undang 

ataupun kebijakan-kebijakan, dengan menempatkan anak sebagai “korban” 

bukan sebagai “pelaku”. 

2. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah. 

Meningkatkan kerjasama dengan membentuk jaringan yang melibatkan 

organisasi pemerintah maupun non pemerintah dalam mencegah 

eksploitasi  anak melalui Video Call Sex.  

3. Bagi Orang tua 

Perlu peningkatan ketahanan sosial sebagai upaya preventif dalam 

menanggani masalah eksploitasi seksual komersial anak, antara lain 

dengan penguatan peran dan fungsi keluarga melalui peran orang tua 

dalam melindungi dan mengawasi anak-anak mereka.  

4. Bagi Anak 

Perlunya membangun kesadaran anak terhadap hak-haknya yang harus 

dilindungi melalui pendidikan formal di sekolah dan sosialisasi di 

masyarakat. Serta memberikan ruang partisipasi anak untuk 

mengembangkan potensi diri.  
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Gambar : Dokumentasi contoh terjadinya Video Call Sex  
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